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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kinerja Keuangan Desa Karangsari Kecamatan Pengasih dilihat dari
Rasio Kemandirian dilihat dari hasil rata - rata sebesar 27% bahwa tingkat
kemandirian daerah berada pada kriteria rendah. Kinerja keuangan diukur
menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, terlihat dari rata - rata
sebesar 20% berada pada kriteria kurang. Namun, kinerja keuangan diukur
menggunakan Rasio Efektivitas dan efisiensi terlihat dari rata - rata Rasio
Efektivitas sebesar 111% dan angka rata-rata Rasio Efisiensi sebesar 6,41%
dikatakan sangat efektif dan sangat efisien. Kinerja keuangan diukur
menggunakan Rasio Keserasian Belanja menunjukkan rata - rata rasio
belanja tidak langsung sebesar 59% dan belanja langsung sebesar 41%, ini
menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang karena

belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.

5.2.Saran
1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap
potensi yang dimiliki oleh Desa Karangsari Kecamatan Pengasih,
karena mempunyai dampak yang besar tidak hanya bagi Pemerintah,
tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang

pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan.
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2. Dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif,
keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang.
Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana
untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawali,
Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk meningkatkan
kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi,
alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Desa
Karangsari Kecamatan Pengasih harus mengurangi ketergantungan
terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, dan Daerah agar dapat
mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya,
dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi
besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan

Daerah kepada Desa.
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